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KEPUTUSAN CAMAT KALIWATES 

KABUPATEN JEMBER 

 

 

Nomor : 000.7.2.7/  61.1.2 /35.09.10/2026 
 
 
 

TENTANG 
 
 

INDIKATOR KINERJA  
PADA  KECAMATAN  KALIWATES  KABUPATEN  JEMBER 

CAMAT KALIWATES KABUPATEN JEMBER, 

 
 

 
 

Menimbang     :  a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4  ayat  (1) Peraturan 

Bupati Jember Nomor    Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di 

lingkungan Pemerintah Daerah  Kabupaten Jember, dipandang perlu 

menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kaliwates 

tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember 

 

Mengingat 
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan; 

 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

 
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

 

 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 

 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

 

        

8. 

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   
 
KESATU : Indikator Kinerja Utama  Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 

KEDU                  : Indikator Kinerja Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember             

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari : 

1. Indikator Kinerja Utama  

2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari : 

a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan  IKU 

KETIGA   : Indikator Kinerja  Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 



 

Camat Kaliwates 

Kabupaten Jember 

Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos 
Pembina / IV-a 
NIP. 19700103 199602 1 001 

 

KEEMPAT          : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan    

untuk : 

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi 

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja organisasi  

KELIMA    : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam : 

a
. 

Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Kaliwates 

b
. 
 

Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup 
Kecamatan Kaliwates 

c
. 

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup 
Kecamatan Kaliwates 

d
. 

Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates 

e
. 

Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Kaliwates 

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, 

disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah 

Kabupaten Jember. 

KETUJUH : Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

 

Ditetapkan di : Jember 

Pada tanggal :  30 Januari 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember 

2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi  

 



 

  

Lampiran Keputusan Camat Kaliwates  
Tanggal :  30 Januari 2026 
Nomor   : 000.7.2.7/ 61.1.2  /35.09.10/2026 

 
RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN KALIWATES 

KABUPATEN JEMBER 
 

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kaliwates 

a. Tugas  : 

 menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 

 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

 mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

 mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

 mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

 melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan; 

 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang 

ada di Kecamatan; dan 

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
b. Fungsi : 

 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional 

 Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

 Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 

 Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  

 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 

 Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan 

 Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati. 

 Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum 

 Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan, 

 Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di  tingkat 

kecamatan dan desa/kelurahan, 

 Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 

 Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan, 

 Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten, 

 Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

 Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan  

 Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan 

 Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan 

 penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan  tugas;  



 

  

 pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan  

 pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan; 

 pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan; 

 pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; 

 pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa; 

 pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa; 

 pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan 

desa; 

 pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 

 pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 

 pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; 

 pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta 

penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; 

 pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan; 

 pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati; 

 penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; 

 pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan 

 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Meningkatnya 
Kualitas  
Pelayanan 
Publik di  
Kecamatan 

Indeks 
Pelayanan 
Publik 
Kecamatan.  
(Indeks) 

IPP = (75% x 

nilai form 02) + 

(25% x nilai 

form 03) 

 

a. Indeks Pelayanan  Publik (IPP) adalah instrumen penilaian 

kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian 

mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan 

pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian 

Organisasi 

c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat 

Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek 

kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana 

prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan 

inovasi 

d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna 

layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik 

e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi 

terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan 

pembobotan per aspek : 

Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai 
berikut : 

  Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Bobot 17,0%) 

  Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan 

unsur masyarakat (bobot 14,0 %) 

Dokumen 

penetapan 

Nilai IPP 

Tim  

Organisasi 

Camat 

 



 

  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

  Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. 

(bobot 7,0%) 

  Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas 

Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut 

telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) 

  Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, 

penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) 

  SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

PANRB (bobot 17,0%) 

  Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) 

   Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. 

(bobot 7,0%) 

   Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis 

pelayanan (bobot 7,0 %) 

 
Aspek Profesionalisme (Bobot 25%) 

 Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna 

layanan (bobot 10,0%) 

 Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau 

Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) 

 Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan 

meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 

20,0 %) 

 Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai 

yang berprestasi (bobot 20,0%) 

 Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan 

(bobot 30,0%) 

 

 

 



 

  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

   Aspek Sarana dan Prasarana (18%) 

  Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang 

memadai. (bobot 15%) 

  Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan 

pelengkap.(bobot  23%) 

  Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 

(bobot 20%) 

  Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan 

kelompok rentan (bobot 20%) 

  Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) 

  Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. 

(bobot 11%) 

 
   Aspek SIPP (Bobot 11%) 

 tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi 

publik (bobot 30,0%) 

 Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung 

operasional pelayanan (bobot 20,0%) 

 Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) 

(bobot 20,0%) 

 Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 

30,0%) 

 

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%) 

 Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap 

muka yang berkualitas (bobot 20,0%) 

 

 



 

  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

  Tersedia sarana dan  media konsultasi serta 

pengaduan yang bisa diamnfaatkan semua lapisan 

masyarakat  (bobot 25,0%) 

 Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau 

pengaduan (bobot 25,0 %) 

Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari 
semua lapisan masyarakat. 
(bobot 30,0%) 

 

    Aspek Inovasi (12%) 

 Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% 

 Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi 

Pelayanan Publik 50% 

 

f. Kategori dan Nilai IPP : 

 Kategori A (4,51 – 5,00) =  Pelayanan Prima 

 Kategori A- (4,01 – 4,50) =  Sangat Baik 

 Kategori B (3,51 – 4,00) =  Baik 

 Kategori B (3,01 – 3,50) =  Baik (DC) 

 Kategori C (2,51 – 3,00) =  Cukup 

 Kategori C- (2,01 – 2,50) =  Cukup (DC) 

 Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan 

 Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 

 



 

  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

 

2 Meningkatnya 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Publik di 
Kecamatan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(Indeks) 

IKM = Total dari 

(nilai persepsi x 

nilai 

penimbang) / 

Total 

penimbang dari 

seluruh 

pertanyaan 

yang terisi 

Nilai Mutu 
Pelayanan = 
IKM / Nilai 
Persepsi 
Pelayanan x 
100 
 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan 

informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan publik 

b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei 

Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) 

c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan 

Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Publik 

d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : 

- Kesesuaian pelayanan 

- Sistem, Mekanisme dan prosedur 

- Waktu Pelayanan 

- Biaya/Tarif 

- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan 

- Kompetensi pelaksana 

- Perilaku pelaksana 

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

- Kualitas sarana dan prasarana 

 

 

e-SUKMA 
Perangkat 
Daerah 

Camat 



 

  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : 

 Kategori A (88,31 – 100) =  Sangat Baik 

 Kategori B (76,61 – 88,30) =  Baik 

 Kategori C (65,00 – 76,60) =  Kurang Baik 

 Kategori D (25,00 – 64,99) =  Tidak Baik  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA  

NO 
TUJUAN / 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

FORMULASI 
PENGUKURAN 

DEFINISI OPERASIONAL 
SUMBER 

DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja dan 
Efektivitas 
Pencapaian 
Target Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

NILAI SAKIP 
Perangkat 
Daerah 

Nilai SAKIP diukur 
pada 4 (empat) 
komponen, dengan 
bobot penilaian per 
komponen, yaitu 
a. Perencanaan 

Kinerja, nilai total 

30 (tiga puluh); 

b. Pengukuran 

Kinerja, nilai total 

30  ( tiga puluh);  

c. Pelaporan Kinerja, 

nilai total 15 (lima 

belas ); dan 

d. Evaluasi Internal, 

nilai total  25 nilai  

(dua puluh lima ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dengan sub 
komponen masing 

   Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi 

Inspektorat Kabupaten Jember terhadap 

penerapan AKIP Perangkat Daerah 

 Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP 

berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 

tentang  Pedoman Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : 

Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat 
Memuaskan 
Predikat A   (Nilai  >80 – 90) : Memuaskan 
Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik 
Predikat B   (Nilai >60 – 70) : Cukup 
Memadai 
Predikat C   (Nilai >30 – 50) : Kurang 
Predikat D   (Nilai > 0  - 30) : Sangat 
Kurang 

Laporan 
Hasil 
Evaluasi 
SAKIP dari 
Inspektorat 

Camat 

 



 

  

Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos 
Pembina / IV-a 
NIP. 19700103 199602 1 001 

 

 

 
 
 

Camat Kaliwates 
Kabupaten Jember, 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

masing aspek :  
Keberadaan 20% 
Kualitas 30% 
Pemanfaatan 50% 

 

  Presentase 
Capaian Kinerja 
Program yang 
Tercapai (%) 

Realisasi Kinerja x 
100% 
Target Kinerja 
 

 
 

Laporan 
Kinerja 
Kecamatan 

Camat 
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	 melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
	 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


